
SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR T59 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN AUDITOR NOMOR KONTROL VETERINER
PROVINSI PAPUA TENGAH

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

a. bahwa dalam rangka penilaian persyaratan teknis
Nomor Kontrol Veteriner yang objektif dan akuntable
perlu mengangkat Auditor Nomor Kontrol Veteriner
yang telah memenuhi persyaratan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat
(1) Peraturan Menteri Pertalian Nomor 11 Tahun 2020
tentang Sertilikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha
Produk Hewan, Gubernur dapat mengangkat Auditor
Nomor Kontrol Veteriner yang telah memenuhi
persyaratan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Gubernur tentang
Pengangkatan Auditor Nomor Kontrol Veteriner Provinsi
Papua Tengah;

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151 ) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2O0l tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OO9 tentang
Peternakan dan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Ke{a menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Ke{a menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O23 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2077 tentang
Otoritas Veteriner (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6019) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun
2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 3 Tahun 2Ol7 tentang Otoritas Veteriner
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 185, Tambahan [.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6985);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2O2l tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019
tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan
Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 98);

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020
tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha
Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2O2O Nomor 2721;

10. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 12 Tahun
2022 terfiang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian,
Pangan, Kelautan, dan Perikanan (Berita Daerah Provinsi
Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 121;
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MEMUTUSI(AN:

Menetapkan
KESATU Mengangkat Auditor Nomor Kontrol Veteriner Provinsi

Papua Tengah dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Auditor Nomor Kontrol Veteriner sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai
berikut:

a. melaksanakan Audit terhadap penerapan persyaratan
teknis di Unit Usaha; dan

b. melaksanakan Surveilans di Unit Usaha yang telah
memperoleh Nomor Kontrol Veteriner.

KETIGA Auditor Nomor Kontrol Veteriner sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas pada unit
ke{a yang menyelenggarakan fungsi kesehatan hewan
dan/ atau Kesehatan Masyarakat veteriner.

KEEMPAT Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pertanian,
Pangan, Kelautan, darr Perikanan Provinsi Papua Tengah.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 17 September 2024

PJ. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TDD

RIBKA HALUK
Salinan sesuai dengan aslinya

HUKUM,

MANURUNG, S.H.,M.H.
NrP 19760608200212 tOO2

Salinan Keputusal ini disampaikal kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERINDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Dinas Pertalian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua

Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.



T,AMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR I59 TAHUN 2024

TENTANG

AUDITOR NOMOR KONTROL VETERINER
PROVINSI PAPUA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN AUDITOR

PJ. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK
Salinan sesuai dengan aslinya

B HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H.,M.H.
NIP 197606082002t2 tOO2

NO NAMA/NIP KEDUDUKAN
1 drh. Sabelina Fitriani, M.Si

NIP 19691 1 t41997 t2200r
Ketua

.) drh. I Dewa Ayu Dwita Karmi Maryati
NIP 1 98403222009092003

Anggota

.> drh. Daud Edowai
NIP 1986010520 1506 100 1

Anggota

4 drh. Nyoman Polos
NrP 19660703 1997 r2r00r

Anggota

5 drh. Fitria Sayuri
NIP 1 979 1 20420040 t2020

Anggota

6 Nofin Kusindiyah, S.ft .,M. Si
NIP 1969r 127 1997 t22001

Anggota


